IMPLEMENTASI SISTEM PERLINTASAN KEIMIGRASIAN MELALUI AUTOGATE DAN KONTER DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) SOEKARNO-HATTA by wilonotomo, wilonotomo wilonotomo
Jurnal Teknovasi 
Volume 07, Nomor 02, 2020, 47 – 57 
ISSN : 2540-8389 
47 
IMPLEMENTASI SISTEM PERLINTASAN KEIMIGRASIAN 
MELALUI AUTOGATE DAN KONTER DI TEMPAT PEMERIKSAAN 
IMIGRASI (TPI) SOEKARNO-HATTA 
 
Rita Kusuma Astuti 1*, Wilonotomo 2  
1Dosen Politeknik Imigrasi Program Studi Administrasi Keimigrasian 
2 Ketua Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian Politeknik Imigrasi 
Jl. Gandul Cinere No. 4 Kota Depok, Jawa Barat 16512, Telp. 021 - 7650001 





This study aims to answer empirically one of the biggest challenges faced by immigration in terms 
of implementing a crossing system, especially related to information technology implemented by the 
Directorate General of Immigration. The theme chosen is the implementation of the crossing system 
that has been implemented through autogate technology and the classical implementation of the 
crossing system. The discussion of this theme is the imbalance in the number of users between the 
two implementations of the system where the application of this crossing system technology should 
be able to solve queuing problems and also increase effectiveness and efficiency. This analysis uses 
descriptive analysis by assessing data and information obtained from various sources. The method 
used is to describe systematically through the research flow that is researched in a precise, simple 
and easy to do by conducting a theoretical study to deepen the immigration crossing system. The 
results of this study are in the form of recommendations that aim to provide a description, 
explanation, and validation of a phenomenon being studied about immigration crossings. 
 





Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi 
berusaha mewujudkan pelayanan terhadap publik di bidang keimigrasian yang lebih berkualitas. 
Fungsi keimigrasian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang 
Keimigrasian Pasal 1 (3) bahwa fungsi keimigrasian merupakan komponen dari persoalan 
pemerintahan negara saat melakukan pelayanan di bidang keimigrasian, melakukan penegakan 
hukum, mewujudkan keamanan negara, serta sebagai sarana fasilitatif dalam membangun 
kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai elemen penyelenggara pelayanan 
publik dari pemerintah kepada masyarakat berkewajiban untuk terus melakukan upaya dan inovasi 
dalam bidang sarana, prasarana, dan tentunya teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas 
daripada pelayanan tersebut. 
Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat merambah ke sistem 
keamanan pelayanan publik yang ada pada keimigrasian yang semakin memanfaatkan kemajuan 
teknologi. Peningkatan sistem keamanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Indonesia diterapkan dalam rangka menciptakan keamanan nasional 
demi menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi dari peningkatan sistem kemanan tersebut 
memiliki kaitan dengan teori fraud awareness, yaitu menghindari kecurangan yang dapat terjadi 
akibat pemalsuan dokumen demi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mengancam 
keamanan negara, lalu dijadikan pembenaran bahwa kecurangan merupakan hal biasa yang boleh 
dilakukan (Association of Certified Fraud Examiners, 2020). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pasal 23 ayat (4) tentang Pelayanan 
Publik, disebutkan bahwa :  
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“Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Informasi 
Elektronik atau Non Elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi, profil penyelenggara, profil 
pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja” 
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009). 
Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengimplementasikan 
pembaharuan Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sebagai bagian dari 
pelayanan publik keimigrasian yang terdapat di TPI. Secara luas, penerapan SIMKIM sudah 
dilakukan di seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian, baik pada Kantor Imigrasi, TPI maupun 
Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri yang hingga saat ini sudah berjalan dengan cukup baik (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011) 
Contoh dari penerapan SIMKIM adalah dengan dibangunnya sistem Border Control 
Management (BCM) yang diterapkan pada TPI yang ada di seluruh Indonesia. Dibangunnya sistem 
BCM adalah untuk mendukung pemeriksaan keimigrasian di TPI (transit country) agar dapat 
berjalan dengan lebih akurat, efektif, dan efisien. Dalam (Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi 
Nomor IMI.459.GR.01.02 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Border Control 
Management (BCM), 2011), sistem BCM merupakan sistem manajemen wilayah perbatasan yang 
berbasis teknologi ,informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menangani seluruh kegiatan 
perlintasan orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 
Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu institusi pemerintah yang berkewajiban untuk 
menjalankan fungsi pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator 
pembangunan kesehjateraan masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewajiban dalam 
meningkatkan kepuasan publik melalui pelayanan keimigrasian yang transparan, akuntabel dan 
responsif terhadap keluhan masyarakat, salah satunya dari unit pelaksana teknis pada Direktorat 
Jenderal Imigrasi adalah Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi kelas I Soekarno-Hatta adalah salah satu 
pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas memberikan izin masuk dan izin 
bertolak bagi seluruh warga negara yang akan masuk maupun keluar wilayah kedaulatan Indonesia. 
Pelayanan keimigrasian yang mudah dan cepat merupakan salah satu visi dan misi Direktorat 
Jenderal Imigrasi yang diwujudkan melalui penguatan SIMKIM berbasis teknologi informasi. Salah 
satunya adalah menyelenggarakan pelayanan melalui pemeriksaan keimigrasian melalui Konter 
Imigrasi yang merupakan pemeriksaan secara langsung di area imigrasi  dan juga dengan 
menggunakan autogate yang merupakan pintu perlintasan elektronik bagi warga negara Indonesia 
atau Orang Asing dalam pemeriksaan keluar atau masuk wilayah Indonesia. 
Autogate ialah upaya Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) (Annex 9, 2017) 
sebagai organisasi di bawah PBB yang mengatur dan membuat peraturan penerbangan yang 
diprakarsai oleh Chicago Convention pada tahun 1944 dan mengkhususkan kegiatannya pada bidang 
penerbangan.  Pada tahun 2011, Imigrasi membangun sistem autogate di bandara Internasional 
Soekarno-Hatta. Sistem autogate adalah fasilitas pelayanan pemeriksaan keimigrasian yang 
disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dimana untuk membuka pintu tersebut terlebih dahulu 
diperlukan prosedur pemindaian sistem autogate.  
Sistem ini dibangun untuk pengguna paspor elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan 
serta mengajak warga negara Indonesia untuk memiliki paspor elektronik karena dianggap memiliki 
tingkat keamanan yang lebih baik, namun seiring berjalannya waktu di awal tahun 2013 Direktorat 
Jendral Imigrasi telah mengimplementasikan autogate khusus pemegang paspor nonlektronik dalam 
rangka memberikan kemudahan layanan pemeriksaan keimigrasian di TPI (Wilonotomo & Aji, 
2018) serta mengurangi jumlah antrian yang sering terjadi di bandara Internasional Soekarno-Hatta 
khususnya di Terminal 3 yang berjumlah 32 autogate , 15 autogate di keberangkatan dan 17 autogate 
kedatangan internasional.  
Dalam pemeriksaan keimigrasian melalui sistem autogate ini telah memfasilitasi paspor non 
elektronik untuk dapat melewatinya dengan melakukan suatu kebijakan dengan memberikan 
kemudahan untuk pemilik paspor biasa sudah tidak perlu melakukan regristrasi untuk menggunakan 
fasilitas sistem autogate. Hal ini salah satu bentuk upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam 
memberikan pelayanan yang prima dengan kategori pelayanan yang mudah diakses bagi masyarakat 
sehingga masyarakat tidak perlu susah payah dan kebingungan dalam mengakses fasilitas sistem 
autogate. 
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Direktorat Jendral Imigrasi dalam hal pelayanan yang telah dilakukan untuk mewujudkan 
efektifitas dan efisiensi pelayanan melalui autogate tetap saja masih mengalami kendala terhadap  
mesin autogate. Masih minimnya jumlah pengguna terutama warga negara Indonesia untuk 
menggunakan autogate menjadi sumber penelitian ini, dimana pengguna sistem perlintasan 
keimigrasian masih cenderung menggunakan konter dibandingkan mesin autogate. Sedangkan jika 
dilihat dari salah satu tujuan implementasi autogate adalah mempermudah, mempercepat dan 
menyederhanakan proses pemeriksaan keimigrasian. Berikut data perlintasan melalui autogate dan 
konter dalam kurun waktu 3  tahun :  
Gambar 1. Statistik Perlintasan WNI TPI Soekarno-Hatta 2017-2019 
Sumber : D. S. dan T. I. Keimigrasian, 2020 
 
 Berdasarkan  tabel di atas, data perlintasan dari 3 tahun terkhir terjadi ketimpangan yang 
sangat signifikan terhadap pengguna autogate dan konter. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan 
bahwasanya penggunaan konter lebih diminati oleh WNI dibandingkan dengan autogate, hal ini 
terlihat dari data grafik pada tahun 2017 hingga 2019 yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
jumlah pengguna konter yang naik setiap tahunnnya, baik itu dalam hal keberangkatan maupun 
kedatangan. Walaupun demikian jumlah pengguna autogate juga meningkatan pada tahun 2017 dan 
tahun 2018 akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan pada terminal keberangkatan. Sedangkan 
untuk autogate kedatangan pada tahun 2017 hingga 2019 terjadi peningkatan yang tidak signifikan. 
Dari jumlah angka di atas bawasanya autogate kurang diminati oleh WNI hal ini mempengaruhi 




Alur penelitian digambarkan dalam Gambar 2. Penelitian dimulai dengan melakukan kajian 
teori untuk memperdalam tentang sistem perlintasan keimigrasian melalui autogate dan Counter dan 
bagaimana penerapannya yang telah dilakukan di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kajian 
teori juga dilakukan untuk mempelajari produk produk hukum seperti peraturan atau instruksi 
berkaitan dengan pelaksanaan penerapan sistem autogate. Dilanjutkan dengan melakukan 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. 
Narasumber dipilih menggunakan teknik purposive sampling dimana kuesioner diberikan kepada 
orang orang yang dianggap tahu dan memahami tata kerja dan pelaksanaan ssstem autogate di TPI 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta khususnya di Terminal 3 yang akan diteliti. Setiap pertanyaan 
dalam kuesioner memiliki bobot penilaian yang sama dalam skala 1-4. Untuk memperjelas dan 
mendalami jawaban dari setiap pertanyaan yang telah diisi oleh narasumber maka dilakukan juga 
wawancara kepada narasumber serta observasi di setiap hasil yang diteliti.  
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Gambar 2. Diagram Alur Penelitian 
 
Tabel 1. Kategori Hasil Penilaian Sistem Perlintasan Keimigrasian 
Nilai Keterangan 
≤ 4,00 dan ≥ 3,60 Sangat Baik 
< 3,60 dan ≥ 2,60 Baik 
< 2,60 dan ≥ 1,60 Kurang 
< 1,60 dan ≥ 1,00 Sangat Kurang 
 
Kuisioner yang telah selesai diisi oleh narasumber kemudian akan dilakukan penilaian serta analisis 
terhadap penerapan sistem perlintasan keimigrasian melalui autogate dan konter yang telah 
dilakukan di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hasil dari penilaian dan analisis tersebut 
juga akan disesuaikan dengan mencocokkan antara hasil pengumpulan data dengan nilai pada 
kerangka kerja yang telah disusun diawal. Setelah penilaian selesai dilakukan maka akan dilanjutkan 
dengan menyusun rekomendasi guna memperbaiki variabel-variabel yang belum ideal jika 
dibandingkan dengan komponen penilaian yang telah disusun di dalam kerangka kerja. Rekomendasi 
ini disusun untuk memperbaiki implementasi sistem perlintasan keimigrasian melalui sistem 
autogate maupun konter dan diharapkan dapat mendapatkan nilai di kategori sangat baik. 
 
HASIL  
Hasil keseluruhan dari penerapan sistem perlintasan keimigrasian melalui autogate di TPI Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta masih berada di kategori sangat kurang. Dan untuk perlintasan 
keimigrasian melalui konter hasil penilaian masih berada di kategori kurang. Dari penilaian di dua 
tempat perlintasan keimigrasian tersebut diketahui bahwa penerapan sistem perlintasan keimigrasian 
memiliki nilai masih kurang. Kemudian nilai tersebut akan dilakukan penelitian dengan mengurai 
untuk setiap variabelnya, diantaranya adalah sebagai berikut :  
 
Sistem Perlintasan Autogate  
Untuk variabel kebijakan terhadap sistem perlintasan autogate nilai yang didapatkan merupakan 
kategori baik. Sedangkan variabel Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kategori nilai kurang, 
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Variabel infrastruktur mendapatkan nilai pada kategori baik, sedangkan untuk variabel sistem 
aplikasi mendapatkan nilai pada kategori sangat kurang. Variabel terakhir adalah variabel 
kemudahan dan keamanan dengan kategori nilai kurang.  
 
Gambar 3. Hasil Penilaian Sistem Perlintasan Autogate 
 
Sistem Perlintasan Counter 
 
Gambar 4. Hasil Penilaian Sistem Perlintasan Counter 
 
Variabel kebijakan sistem perlintasan keimigrasian melalui konter mendapatkan nilai di kategori 
baik. variabel Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kategori nilai baik, variabel infrastruktur juga 
mendapatkan kategori nilai baik, variabel sistem aplikasi mendapatkan kategori nilai kurang dan 
variabel kemudahan dan keamanan mendapatkan nilai dengan kategori kurang. 
Hasil penilaian yang telah diuraikan akan ditampilkan secara menyeluruh melalui Tabel 3 berikut : 
 
Tabel 2. Hasil Penilaian Variabel Sistem Perlintasan Keimigrasian 
Variabel Sistem Perlintasan Autogate Sistem Perlintasan Konter 
Kebijakan 2,9 2,8 
Sumber Daya Manusia 1,7 2,6 
Infrastruktur 2,8 2,7 
Sistem Aplikasi 1,5 2,1 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Penerapan sistem perlintasan keimigrasian  
Pembahasan penerapan sistem perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta terminal 3 akan diurai setiap variabelnya sebagai berikut : 
Variabel kebijakan 
Variabel kebijakan sistem perlintasan melalui autogate mempunyai kategori nilai baik dan 
sistem perlintasan keimigrasian melalui konter pada variabel kebijakan juga mendapatkan nilai di 
kategori baik. Dalam mendukung kegiatan perlintasan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta terminal 3 sudah ada kebijakan penerapan 
perlintasan keimigrasian melalui (Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi, 2015), Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab serta memberikan pelayanan 
prima dibidang keimigrasian sehingga masyarakat mendapatkan kepuasaan pelayanan 
keimigrasian dalam hal perlintasan, oleh karnanya Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan 
fasilitas pemeriksaan melalui konter ataupun autogate. 
Untuk variabel kebijakan ini perlintasan keimigrasian melalui tempat pemeriksaan di 
Bandara Internasional Soekarno-hatta juga telah memfasilitasi kebijakan perlintasan yang di 
keluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat 
terutama warga negara Indonesia, sebagai bentuk upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam 
memberikan pelayanan yang prima dengan kategori yang sangat mudah diakses bagi masyarakat 
sehingga masyarakat tidak perlu susah payah dan kebingungan dalam mengakses fasilitas 
perlintasan keimigrasian. 
Variabel Sumber Daya Manusia 
Pada variabel Sumber Daya Manusia (SDM), sistem perlintasan autogate mendapatkan 
nilai pada kategori kurang dan sistem perlintasan keimigrasian melalui konter pada variabel SDM 
mendapatkan nilai di kategori baik. Di sistem perlintasan melalui autogate disediakan 3 petugas, 
2 petugas dari angkasa pura dan 1 petugas dari imigrasi guna menjaga dan memberikan bantuan 
kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam proses menggunakan autogate. Tidak hanya 
di terminal 3 saja autogate sendiri juga disediakan di terminal 2 Soekarno-Hatta dengan jumlah 
10 unit autogate, dengan formasi 6 di keberangkatan dan 4 di kedatangan. Namun ada sedikit 
perbedaan berkaitan kepemilikan mesin autogate tersebut, kepemilikan mesin autogate sendiri 
tidak sepenuhnya dimiliki oleh Direktorat Jendral Imigrasi tetapi ada juga yang dimiliki oleh PT. 
Angkasa Pura II. Direktorat Jendral Imigrasi mempunyai unit mesin autogate di terminal 2 
Soekarno-Hatta dan yang berada di terminal 3 bandara Soekarno-Hatta di miliki oleh PT. Angkasa 
Pura II, akan tetapi untuk mesin autogate di terminal 3 secara kepemilikan memang dimiliki oleh 
PT. Angkasa Pura II namun dalam pengelolaan sistem dan data yang mengatur dan mengatur 
adalah dari pihak Direktorat Jendral Imigrasi, sehingga untuk wewenang dan kebijakan disini ada 
2 instansi yang menanganinya, baik dalam pengelolaan dan  dan maintenance mesin autogate. 
Terkait dengan SDM yang dimiliki imigrasi dalam hal perlintasan keimigrasian, maka 
peran petugas imigrasi juga sangat dibutuhkan sebagai pendukung asas partisipatif dan asas 
keprofesionalan. Pengguna perlintasan keimigrasian terutama warga negara Indonesia yang baru 
pertama kali berpergian ke luar negeri berpendapat pelayanan yang diberikan melalui sistem 
autogate akan menyulitkan dalam pemakaiannya karena berbentuk mesin, ditambah minimnya 
petugas imigrasi yang standbye di mesin autogate.  Dalam hal kendala yang terjadi dilapangan 
terkadang petugas imigrasi tidak terlihat ketika mesin bermasalah sehingga mengakibatkan 
pengguna harus menunggu lama untuk mendapatkan penanganan secara langsung oleh petugas 
imigrasi. Sering terjadinya error pada mesin autogate juga sering terjadi, pemindaian dokumen 
perjalanan yang berulang-ulang harus dilakukan sampai mesin autogate tersebut merespon. 
Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja autogate salah satunya terkait sistem aplikasi yang 
ada pada autogate.  
Dan untuk variable perlintasan keimigrasian melalui konter pada dasarnya petugas imigrasi 
dalam melaksanakan tugasnya sudah menerapkan standar operasional prosedur yang telah 
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ditetapkan oleh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno Hatta dalam 
hal perlintasan keimigrasian melalui autogate maupun konter sesuai dengan Permenkumham 
Nomor 44 Tahun 2015. Petugas imigrasi dalam melaksanakan tugasnya dilapangan telah bersikap 
disiplin, sopan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan baik dan berwibawa dalam 
menjaga pintu gerbang negara dan juga tegas dalam mengambil keputusan dan memberikan 
arahan baik kepada pengguna perlintasan maupun kepada rekannya. 
Variabel Infrastruktur 
Pada variabel infrastruktur, sistem perlintasan autogate mendapatkan nilai pada kategori baik 
dan sistem perlintasan keimigrasian melalui konter pada variabel infrastruktur juga mendapatkan 
nilai di kategori baik. Infrastruktur perlintasan keimigrasian pada dasarnya telah disiapkan oleh 
pihak Angkasa Pura sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung 
jawab untuk mengelolah kegiatan lalu lintas dan bisnis di area bandara yang tersebar diseluruh 
penjuru Indonesia. Angkasa Pura sendiri dibagi menjadi 2 yaitu PT. Angkasa Pura I dan PT. 
Angkasa Pura II. Dua PT tersebut dibagi dalam tugas wilayah yang berbeda, PT. Angkasa Pura 
II merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengolahan bandara Soekarno Hatta dan pihak 
Imigrasi dalam variabel infrastruktur bertanggung jawab dalam hal pengelolaannya. Angkasa 
Pura II juga bertanggung jawab atas pemeliharaan mesin autogate di terminal 3 bandara 
Soekarno-Hatta, sedangkan Imigrasi bertanggung jawab atas sistem autogate di terminal 3 
Soekarno-Hatta. Kedua instansi ini bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik pada 
masyarakat agar sesuai  dengan pelayanan publk yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009. 
Variable infrastruktur ini dapat menjawab permasalahan di lapangan terutama di Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi di terminal 3 bandara Soekarno-Hatta baik melalui autogate maupun konter 
dengan tujuan : 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik  
2. Mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan porses pemeriksaan keimigrasian.  
3. Salah satu perwujudan tata nilai akuntabilitas dalam tubuh Direktorat Jenderal Imigrasi.  
4. Meminimalisir interkasi petugas dengan masyarakat 
Variabel Sistem Aplikasi 
Pada variabel sistem aplikasi, sistem perlintasan autogate mendapatkan nilai pada kategori 
sangat kurang dan sistem perlintasan keimigrasian melalui konter pada variabel sistem aplikasi 
mendapatkan nilai di kategori kurang. Terkait perlintasan melalui autogate dalam variable sistem 
aplikasi ditemukan adanya kendala yang signifikan pada sistem autogate ini sehingga masyarakat 
kurang minat untuk menggunakan fasilitas ini. Dalam konteksnya fasilitas sistem autogate ini 
sudah menerapkan semua prinsip dalam memberikan pelayanan publik yang baik, terutama dalam 
menunjang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Berikut data maintenance mesin 
autogate di Bandara Soekarno-Hatta yang didapat oleh PT. Angkasa Pura II dimana terlihat 
kegagalan mesin autogate ini mencapai 27,76 persen dalam proses pemeriksaan dokumen 
perjalanan. Proses transaksi gagalnya mencapai angka 541 dan total sukses 1408. Gangguan-
gangguan seperti ini yang sampai saat ini yang masih mengganggu mesin autogate. Permasalahan 
ini mengganggu ketertarikan masyarakat terhadap fasilitas sistem autogate yang mengakibatkan 
lamanya proses pemeriksaan serta terganggunya proses pemberian pelayanan yang prima.  
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Gambar 5. Laporan mesin autogate PT. Angkasa Pura II 
 
 
Gambar 6. Laporan mesin autogate PT. Angkasa Pura II 
 
Pihak Imigrasi  selaku pengelola mesin autogate terkait kendala infrastruktur ini telah berupaya 
melakukan pelaporan kepada PT. Angkasa Pura II sebagai penanggung jawab segala maintenance 
terhadap mesin autogate guna dilakukan perbaikan maupun pergantian komponen serta fitur 
dalam mesin autogate agar dapat berfungsi dan berjalan baik. Fasilitas autogate ini tidak akan 
berjalan secara maksimal kalau tidak didukung oleh perkembangan komponen yang terdapat 
didalam sistem autogate. Karena kasus yang selalu terjadi dari tahun ke tahun adalah kerusakan 
sistem atau mesin yang ada pada fasilitas sistem perlintasan autogate ini 
Jurnal Teknovasi 
Volume 07, Nomor 02, 2020, 47 – 57 
ISSN : 2540-8389 
55 
Variabel Kemudahan dan Keamanan  
Pada variabel kemudahan dan keamanan, sistem perlintasan autogate mendapatkan nilai 
pada kategori sangat kurang dan sistem perlintasan keimigrasian melalui konter pada variabel 
kemudahan dan keamanan mendapatkan nilai di kategori kurang. Terkait variable penilaian 
tersebut sebenarnya sistem autogate dibangun agar memudahkan para pengguna khususnya 
Warga Negara Indonesia (WNI) untuk melewati pemeriksaan keimigrasian. Konteks 
memudahkan disini adalah dalam hal menyingkat waktu dalam mengantri pada saat proses 
pemeriksaan keimigrasian tetapi tidak mengesampingkan segi keamanan yang menjadi perhatian 
khusus bagi kita semua terutama Imigasi sendiri dalam mengawasi lalu lintas pengguna yang 
keluar masuk wilayah Indonesia. Fasilitas sistem autogate dibangun dengan fitur pindai paspor 
dan pindai sidik jari melalui AFIS atau Automated Fingerprint Indenfication system yang 
merupakan sistem biometrik yang menggunakan digital imaging untuk menangkap sidik jari, 
yang kemudian dapat dibandingkan dengan database catatan sidik jari dalam sistem AFIS untuk 
membantu menentukan identitas individu.  
Prosedure pertama sebelum pintu dibuka pengguna harus mengescan bagian halaman data 
diri paspornya di tempat scan paspor, ketika tidak ada masalah pintu akan terbuka dan proses 
selanjutnya ialah rekam sidik jari dan biometrik wajah. Jika terjadi kesalahan atau tidak dapat 
diambil data sidik jari dan biometrik maka pengguna akan terkurung dan pintu harus dibuka 
secara manual melalui meja monitor. Dilihat dari alur kerja sistem autogate ini secara detail jika 
gagal dalam mengikuti instruksi maka pengguna autogate akan kembali ke alur awal untuk 
prosesnya. 
Kemudian kekurangnya juga bagi fasilitas sistem autogate ini ialah tidak adaya pindai 
boarding pass pada saat penumpang berada di fasilitas sistem autogate. Kalau dilihat dari 
pemeriksaan konter manual pemeriksaan juga meliputi pemeriksaan boarding pass tertuang 
dalam juklak Dirjenim F.303.iz.03.03.1995. Karena dapat menjadi celah bagi munculnya suatu 
tindak kriminal karena setiap orang dapat menggunakan sistem autogate mesikupun tidak 
memiliki boarding pas. Seharusnya fasilitas sistem autogate ini dirancang untuk meminimalisir 
penumpukan jumlah penumpang dikarenakan Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara besar yang 
berada di Ibu Kota Jakarta yang menjadi perlintasan utama keimigrasian dengan jumlah 
penumpang yang besar.  
Sedangkan untuk variabel kemudahan dan keamanan pada perlintasan keimigrasian, proses 
pemeriksaan keimigrasian secara reguler di konter imigrasi tidak dapat dikatakan baik. Hal ini 
dapat diukur (dilihat/dinilai/dirasakan) melalui aksesibilitas dengan server pusat terkait integritas 
data yang kurang lancar. Permasalahan ini pada akhirnya mengakibatkan proses pemeriksaan 
yang cukup lama untuk setiap pelintas khususnya yang memiliki kemiripan karakter data pada 
sistem cegah tangkal. Ini merupakan realitas yang harus dihadapi dan ditemukan di lapangan. 
Dari fakta tersebut, maka tidaklah mengherankan bilamana proses pemeriksaan keimigrasian 
yang bersifat reguler melalui konter imigrasi membutuhkan waktu di atas ketentuan internasional 
yang ditetapkan International Civil Aviation Organization (ICAO) yaitu 1 menit per-orang.. 
 
B. Rekomendasi 
 Rekomendasi untuk variable kebijakan adalah dengan menjadikan visi dan misi instasi sebagai 
dasar dalam penyusunan strategi pelaksanaan dan penerapan Teknologi Informasi Komunikasi 
khususnya dalam hal implementasi perlintasan keimigrasian, membuat strategi penerapan 
perlintasan keimigrasian khusus internal di TPI Soekarno-Hatta, selanjutnya adalah dengan 
memaksimalkan pelaksanaan penerapan kebijakan perlintasan keimigrasian, membuat 
peraturan penerapan perlintasan keimigrasian yang dapat dilaksanakan secara konsisten 
sehingga dapat menjadi sebuah skala prioritas dan evaluasi secara rutin berkaitan dengan 
penerapan sistem perlintasan keimigrasian. 
 Untuk variabel SDM adalah membuat program perencanaan dan kebijakan serta dukungan 
angggaran guna melakukan pelatihan terhadap petugas secara jelas dan terstruktur sehingga 
program pelatihan dapat berjalan dengan maksimal dan petugas bisa mendapatkan pelatihan 
yang sesuai dengan kebutuhan khususnya dalam hal keterampilan menangani sistem 
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perlintasan secara manual maupun secara digital agar para petugas dapat lebih terampil 
dilapangan. 
 Sedangkan rekomendasi untuk variable infrastruktur adalah dengan membuat perencanaan 
pengadaan fasilitas pendukung infrastruktur berbasis teknologi informasi, khususnya dalam 
hal perlintasan keimigrasian baik melalui autogate maupun konter dengan tetap 
memperhatikan segala kebutuhan serta keamanan informasi data, penyusunan mekanisme dan 
penjadwalan dalam pemeliharaan asset serta membuat dokumentasi daftar inventarisasi asset 
yang dilakukan secara rutin, serta rekomendasi untuk pembangunan data center yang sesuai 
dengan standar yang baik dan juga mengedepankan factor keamanan data serta dapat 
terintegrasi dengan SIMKIM. 
 Rekomendasi terhadap variable sistem aplikasiadalah dengan melakukan integrasi sistem dan 
dapat melakukan maintenance secara mandiri terhadap mesin autogate agar dapat berfungsi 
dan berjalan secara maksimal, serta membuat laporan berkala untuk evaluasi perbaikan dan  
pengembangan sistem perlintasan keimigrasian yang dinamis.  
 Rekomendasi untuk variable keamanan dan kemudahan adalah dengan melakukan kerjasama 
antara pihak imigrasi dengan pihak terkait dan juga vendor dari pihak swasta. Pihak-pihak 
terkait ini dan harus mampu untuk memenuhi apa yang kita butuhkan seperti membuat sistem 
yang mengutamakan kepentingan keamanan dengan menghubungkan langsung ke BCM untuk 
daftar cekal dan dapat menscan retina mata, sidik jari, scan paspor dengan cepat dan tepat,  
serta penambahan fitur-fitur yang dianggap perlu guna mengakomodir perkembangan 




Layanan Fasilitas sistem perlintasan keimigrasian merupakan perwujutan dari salah satu visi 
dan misi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diwujudkan melalui penguatan sistem informasi 
manajemen keimigrasian berbasis teknologi informasi. Implementasi sistem perlintasan 
keimigrasian dilakukan untuk menunjang fungsi keimigrasian disepanjang garis perbatasan wilayah 
Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Visi misi Direktorat Jenderal 
Imigrasi untuk memenuhi pelayanan prima berbasis teknologi salah satunya adalah dengan 
dibangunnya fasilitas sistem autogate yang dapat menunjang dari permasalahan penumpukan antrian 
yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta untuk menghindari sentuhan langsung oleh 
petugas agar mengindari percaloan terlaksana dan mempermudah mempercepat proses pemeriksaan 
keimigrasian.  
 Namun dalam implementasinya sistem perlintasan keimigrasian ini belum berjalan secara 
maksimal karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Dengan tidak maksimalnya sistem perlintasan 
keimigrasian melalui autogate mengakibatkan pengguna perlintasan berkurang sehingga 
mempengaruhi jumlah perlintasan, padahal dilihat dari fungsinya dalam menunjang penumpukan 
antrian dan mempermudah serta mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian sistem perlintasan 
melalui autogate ini adalah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena perlu adanya 
perbaikan dari berbagai aspek dan juga melakukan koordinasi terhadap instansi terkait juga 
melakukan sosialisasi dan edukasi secara benar guna menunjang dari penggunaan fasilitas sistem 
perlintasan melalui autogate sendiri dan diharapkan bisa membantu masyarakat dalam hal pemakaian 
yang benar sehingga dapat diminimalisir kekurangan autogate itu sendiri dan bermanfaat untuk 
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